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PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TaHuN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN

TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peratyran Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentarig
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja;

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja:

3. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Kauvangan Negara:




10.

1.

12.

13

14,

15.

16.

17.

18.

19.

2

Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja indonesia di Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia; '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 fentang Pengelotaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah; '

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengslolaan Keuangan Daerah sebagaimana tolah diubsh
daljgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:; .

Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Orpanisasi

dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA,

- — .



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaiah Provingi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubemnur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Dasrah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. ingpektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibutkota
Jakarta. .

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengslola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana -

Sekretariat Daerah.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

11. Pusat Penyiapan Tenaga Kefja yang sslanjutnya disingkat PPTK
adalah Pusat Penyiapan Tenage Kefja Dinas Tenaga Kera dan
Transmigrasi.

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penylapan Tenaga Kerja,

13. TK! adalah Singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia,

BAB ||
PEMBENTUIKAN
Fasal 2

Dengan Peraturan Gubemnur ini dibentuk Pusat Penyiapan Tenaga Kerja.




BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) PPTK merupakan Unit Pelaksana Teknis [inas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam pelaksanaan penyiapan tenaga kerja,

{2) PPTK dipimpin cleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

Pasal 4

(1) PPTK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPTK mempunyai fungsi :

4.

b.

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK:

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK:

C. penyusunan standar dan prosedur penyiapan dan penempatan TKI;

T 0 o 3

- Penyusunan program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan

penempatan calon TKI ke luar negeri:

- pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan

seleksi calon TKI ke luar negeri;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian
lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri; '

- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPTK;
. pelaksanaan kerjasama promosi tenaga kerja ke luar negeri;

penyiapan, dan pelayanan psnempatan calon TKI ke luar negen,

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penempatan
TKI ke luar negeri;

pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis bagi caion TKI, TK]
dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri,

pelaksanaan pelayanan dokumen keberangkatan tenaga kerja ke
luar negeti:

-pefaksanaan publikasi kegiatan PPTK:

- pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

. pelaksanaan kegiaﬁan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

- penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK; dan

- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

PPTK.




BAB Iv
ORGANISASI
Bagian Kesalu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PPTK terdiri dari :

a. Kepala Pusat;

b. Subbagian Tata Usaha;

<. Seksi Penyiapan dan Penempatan;

d. Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan
€. Subkelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi PPTK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ! Peraturan Gubemur ini.
Bagian Kedysz
Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

b.

C.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi
PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

mengoordinasikan palaksanaan lugas Subbagian, Seksi, dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerzh (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah {UKPD) dan/
alau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi PPTK: dan

. melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan fugas dan

fungsi PPTK.
Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam

pelaksanaan administrasi PPTK .

{2) Subbagian Tata Usaha dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat.
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.

T ™

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran {RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup
tugasnya; '

. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA} PPTK

sesuai dengan lingkup tugasnya;

- méngoordinasikan penyusunan Rencana Kefja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;

- menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana

strategi PPTK;

- meiaksanakan monitering, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DFA) PPTK;
melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPTK:

- melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat, dan

kearsipan PPTK;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kerja PPTK;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban
kantor;

- melaksanakan pengurusan ruang rapat dan pengaturan acara

PPTK;
meiaksanakan publikagi kegiatan PPTK;

-mengoordinasikan  penyusunan  laporan (keuangan, kinerja,

kegiatan dan akuntabilitas) PPTK;

. Mmenyiapkan bahan laporan PPTK yang terkait dengan tugas

Subbagian Tata Usaha; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat
Seksi Penyiapan dan Panempatan

Pasal 8

(1) Seksi Penyiapan dan Penempatan merupakan Satuan Kerja Lini
PPTK dalam pelaksanaan seleksi dan penyiapan calon TKI.

{(2) Seksi Penyiapan dan Penempatan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Pusat.

(3) Seksi Penyiapan dan Penempatan mempunyai tugas:

a.

oo

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran {RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} PPTK sesuai dengan
lingkup tugasnya;

mefaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK
sesuai dengan lingkup tugasnya;

manyusun standar dan prosedur penyiapan dan penempatan TKI;

- menyusun dan melaksanakan program, penyiapan dan pelayanan

penempatan TK] ke luar negeri;
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melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi calon
TKI ke luar negeri;

melakukan bimbingan pelayanan penempatan calon TKITKl ke
luar negeri;

melakukan pencatatan, pendaftaran, perjanjian penempatan TKI
dengan Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta;

- memfasilitasi pemulangan TKI di pelabuhhan dermarkasi;

meiakukan monitoring dan  evaluasi penempatan TKI ke fuar
negeri;

melakukan penelitian dokumen permintaan TK! (job order) dari fuar
negeri;

menyiapkan rekomendasi pembuatan paspor;

menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas
Seksi Panyiapan dan Penempatan; dan

. melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Penyiapan dan Penempatan
Bagian Kelima
Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja

Pasa! 9

(1) Seksi Kelembagaan dan Bursa Ketja merupakan Satuan Kerja Lini
FPTK dalam palaksanaan pembinaan kelembagaan pelaksana
penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan pelayanan bursa
kerja. - .

(2) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kertja dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepaia Pusat.

(3) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kefja mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

a o

g e

. metakukan penelitian materi perjanjian kerja TK;
- melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian

Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPTK sesyai dengan
lingkup tugasnya;

- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPTK

sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun pelavanan bursa ketja luar neger;

. melakukan bimbingan pelayanan dan penyelenggaraan bursg kerja

luar negeri;

- memfasilitasi penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan

TKI ke luar negeri;
melakukan pelayanan informasi bursa kerja luar negeri;

lembaga penempatan tenaga ketja ke luar negeri;

melaksanakan promosi tenaga kerja ke luar negeri;

menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas
Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja.




Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10
(1) PPTK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural PPTK,

Pasai 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesikeahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPTK sebagat
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsiong|

ﬁlng berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
sat. -

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari pejabat
fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang
climiliki,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal Jabatan Fungsional PPTK diatur
dengan peraturan Gubemur sebagai bagian dari pengaturan jabatan
fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

BAB Vv
ESELON
Pasal 12

{1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
adalah Jabatan Struktural eselon I a, .

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah Jabatan Struktural esefon IV a,

{3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2} dan
Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon |V a.

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPTK wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.




(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkalt, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperancar pelaksanaan tugas dan
fungsi PPTK .

" Pasal 14

Kepala Pusat, Kepals Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPTK wajib melaksanakan tugas masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan prinsip koordinasi, ketja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitag, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Katua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPTK wajib - memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kineda bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepsala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPTK wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wajib menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap PPTK sebagal bagian dari  pembinaan
ketembagaan, kelatalaksanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubemur.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasa! 19

(1) Pegawai Negeri Sipil pada PPTK merupakan Pegawsi Negeri Sipil
Baerah.

(2) Pengslolaan kepegawatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepaegawaian,

(3} Dalam pelaksanaan pengelolaan kepsgawaian, PPTK menclapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian
Daerah dan Biro Organisasi dan Talalaksana sebagai bagian dari
pembinaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB Vil
KEUANGAN
Pasal 20

{1) Belanja pelaksanaan lugas dan fungsi PPTK dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapaten yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK
méarupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
kidang keuangan negara/daerah.

BAB IX
ASET
Pasal 22
(1) Aset vang dipergunakan cleh PPTK sebagaf prasarana dan sarana

kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan,
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan  di bidang keuangan negara/daerah dan
ketentuan perafuran perundang-undangan di bidang pengelolaan
barang milik negara/ daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah, dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPTK dalam rangka

meiaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

{2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melalyi Kepala Badan Pengeloia Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai

Eendii_.hara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
aarah.

BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA,
Pasal 24

{1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 {satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dan
1 (satu) orang Kepala Seksi Kelermbagaan dan Bursa Kerja sebagai
bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibanty sebanyak-banyaknya oleh

12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentws sebagai
bawahan langsung.

(3) Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dibantu sebanyak-
banyaknya oleh 24 (dua puluh empat) orang Pejabat Fungsional
Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja dibantu sebanyak-
banyaknya oleh 7 {tujuh) orang Pejabat Fungsional UmumyTertenty
sebagai bawahan langsung.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

(3} dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ! Peraturan
Gubernur ini,

{6) Rincian formasi jabatan sabagaimana dimaksud pada ayat {5) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan pegawai PPTK.

Pasal 25

(1) Standar peraiatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran lil
Peraturan Gubernur ini.




12

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kefja PPTK.

BAB X
FELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 26

(1) PPTK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,

semester, triwulan, bulanan danfatay sewakiu-wakiu kepada Kepala
Cinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain meliputi
laporan :

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai:

keuangan;

kinerja;

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja;

akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

aoow

bl

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, PPTK mengembangkan sistem pengendalian

internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intemal Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 28

Pengawasan terhadap PPTK dilaksanakan oleh -

a. lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
langgung jawab keuangan negara;
b. aparat pemeriksa intemnal pemerintah; dan
C. inspektorat.
BAB XIii

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubsernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerfja dan
Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30
Peraturan Gubernur ini mulgj berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakaria
padatanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP. 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 118




Lampiran I  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2010
Tanggal 10 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

KEPALA PUSAT
SUBBAGIAN
TATA LSAHA
SEKSI SEKSI
PENYIAPAN DAN KELEMBAGAAN
PENEMPATAN DAN BURSA KERJA
SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKPTA JAKARTA,




Lampiran Il ; Peraturan Gubernur Provinsi

Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2010
Tanggal 10 guni 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

Daerah Khusus

NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMIAH

Kepala Pysat

~ &1 Humaniora

- Dikiat Kepemimpinan Tk 1)

- Dikiat Manajemen
Perkantoran

- Diklat Manajemen Keuangan

- Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

- Diklat Kemputer

- Diklat Teknis
Ketenagakertjaan

lifa

Jumlah

Kepala Subbagian Tata
Usaha

- 51 Humaniora

- Diklat Kepemimpinan Tk v

- Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

- Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa '

- Diklat Teknis

Ketenagakerjaan

Via

Pengadministrasi Umum

- DIl Administrasi

~ Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Satminkal/ Kearsipan

- Dildat Komputer

Pengadministrasi
Kepegawaian

- D NI Administrasi
- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Satminkal/ Kearsipan
- Diklat Komputer

Pengurus Rumah Tangga

- D Nl Administrasi
- Diklat Bendahara Barang
- BDiklat Komputer

- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa

Pengelola Keuangan

- 51 Ekonomi/Manajemen/
Akuntansi

~ Diklat Administrasi
Keuangan

- Diklat Perencanaan

-~ Diklat Komputer




NG

NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
Bendahara Pengeluaran - DIl Akuntansi L
Pembanty - Dikiat Bendaharawan

- Diklat Komputer
Pembantu Bendahara - DIl Akuntansi 1
- Diklat Bendaharawan
~ Diklat Kompister
Pengadministrasi - DIl Akuntansi 1
Keuangan - Diklat Bendaharawan
- Diklat Komputer
Caraka - SMA/Sederajat 1
- Diklat Arsiparis
Jumiah 13
3. [ Kepala Seksi Penyiapan |- §1 EkonomifHukum iVia 1
dan Penempatan - Diklat Kepemimpinan Tk IV
- Diklat Teknig
Ketenagakerjaan
Petugas Rekrut CTK) - D Nl Administrasi 2
- Diklat Komputer
- Diklat Teknis
Ketenagakejaan
Pengadministrasi Peserfa |- D Il Administrasj 1
Pembekalan - Diklat Komputer
- Diklat Teknis
Ketenagakejaan
Koordinator Instruktur ~ DIl Administrasj 1
- Dikiat Komputer
~ Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Petugas penyedia - D il Paliteknik 1
perlengkapan Pembekalan |- Dikiat Teknis
Ketenagakerjaan
Pengadministrasi Dokumen |- D il Administrasi 1
Pemberangkatan TK} - Diklat Komputer
- Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Petugas Monitoring TK| - D Ml Administrasi 2
- Diklat Komputer
- Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
| _




NG

NAMA JARATAN

SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
Instrukiur D i Sesuai Kuaiifikasi 12
Diklat Fungsional Eidang
Pelatihan dan Pembelajaran
Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Pengantar Kerja D IIF Administrasi/Ekonomi 4
Diklat Komputer
Diklat Teknis
Ketenagaketjaan
| Jumian 25
4. | Kepala Seksi Kelembagaan |- §1 EkonomifHukum Wia 1
dan Bursa Kerja Diklat Kepemimpinan Tk fv
Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Petugas Informasi T D HI Administrasi’Ekonomi 1
Diklat Komputer
Dildat Teknis
Ketenagakerjaan
" Petugas Monitor Lembaga D 1l AdministrasiEXonomi
Pelaksana Pengerak TK| Diklat Komputer 2
(PPTTKN Dikiat Teknis
Ketenagakarjaan
Petugas Promosi TK] 51 Ekonorni 1
Dikiat Teknis
Retenagakerjaan
Petugas Peneliti Pesjanjian $1 Hukurm/Ekonomi 2
Penempatan dan Kerja Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Petugas Penalitian D t EkonomifAdministrasi 1
Dokumen Permintaan TKj Diklat Bahasa Asing
Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Jumlah 8
Total 47

GUBERNUR PROVINSt DAERAH KHUSUS




Lampiran [} :

Peraturan Gubemur Provingi Daerah Khusus
tbukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2010

Tangga! 10 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

NO | Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

| | Kepala Pusat Minibus 1 unit
Notebook 1 unit

Printer 1 unit

L Telepon 1 buah
White Board 1 buah

I_| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Notebook 1 unit
Printer 1 unit

L Telepon 1 buah
White Board 1 buah

Filling Kabinet 1 buah

1 | Pengadministrasi Umum Komputer 2 unijt

Printer 2 unit

| Telapon 2 buah
Fax 1 " ynit

| _ Filling Kabinet 2 buah
Mesin Ketik 2 buah

2 | Pengadministrasi Komputer 1 unit

Kepegawaian

L Printer 1 unit
- Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah

| Mesin Absensi 1 unit
Mesin Ketik 1 buah

3 | Pengurus Rumah Tangga | Infocus 1 unit
sScreen 1 unit

Filling Kabinet 4 ‘bush

4 | Pengelola Keuangan Komputer 1 unit
Printer 1 . unit

Mesin Penghancur Kertas 1 buah

Mesin Hitung 1 buah

Filling Kabinet 1 buah

% | Bendahara Pengeluaran Komputer 1 unit

- Pembantu Katkuiator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Brankas 1 buah
Telepon 1 buah
i Filling Kabinet 1 buah




NO Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumiah
Pembantu Bendahara Kalkuiator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
L Pengadministrasi Keuangan Kompuiter 1 unit
Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 | unit
Filling Kabinet 1 buah
Caraka Sepeda Motor 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
Nl | Kepala Seksi Penyiapan dan Komputer 1 unit
Penompatan
Printer 1 unit
Telepon buah
| Filling Kabinet 1 buah
Petugas Rekrut Calon Komputer 2 unit
Tenaga Kerja Indonesia
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Fifling Kabinet 2 buzh
Pengadministrasi Peserta Komputer 1 tnit
Pembekalan
Printer unit
Telepon buah
Filling Kabinet buah
Peralatan Kedqa Taknis
Koordinator instruktur Komputer 1 unit
Printar 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
Petugas Penyedia Komputer 1 unit
Perengkapan Pembekalan
Printer 1 unit
Telepon 1 | buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis




NO Nama Jabatan Peralatan Keda Jumiah
9 | Pengadministrasi Dokumen | Komputer 1 unit
Pemberangkatan TKI
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
6_| Petugas Monitoring TK) Komputer 2 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
Peralatan Kesja Teknis
7 | Instruktur Komputer 4 unit
Printer 4 unit
Filing Kabinet 4 buah
Peralatan Kerja Teknis
8 | Pengantar Kerja Komputer 2 unit
Printer 1 unit
Filing Kabinet 2 buah
Peralatan Kerja Teknis
IV | Kepala Seksi Kelembagaan Komputer 1 unit
dan Bursa Kerja
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kahinet 1 buah
1 | Petugas Informasi TK| Komputer 1 unit
Printar 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
2 | Petugas Monitor Lembaga | Komputer 2 unit
Pelaksana Pengerah TKI
(PPTKI}
Printer 1 unit
Telepan 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
Peralatan Kefja Teknis
3 | Petugas Promosi TK| Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet , 1 . buah
Poralatan Kerja Teknis




Nama Jabatan Peoralatan Kerja Jumlah
Pelugas Pengliti Perjanjian Komputer 2 unit
Penempatan dan Keta

Printer unit
Telepon buah
Filling Kabinet buah
Peralatan Kerja Teknis
Petugas Peneliti Dokumen Komputer 1 unit
Permintaan TKI
Printer 1 unit
Telepon buah
Filling Kabinet 1 huah
Peralatan Kerja Teknis

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKETA JAKARTA

FA




